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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga ‘Naskah
Akademik tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik ini, merupakan amanat Undang-
Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pbraturan
Perundang-Undangan, dengan aturan Pelaksanaannya yang ditbangkan
dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang P:ieraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pieraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, yang menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik ini merupakan penelaahan
iimiah/akademik terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah ;sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, seluruh ang@ta Tim
Penyusun telah berupaya semaksimal mungkin, dengan rhenggali
informasi dari Sumber Kepustakaan c¢an para Narasumber/Informan yang
terkait. Sehubungan itu, pada kesempatan ini patut kiran)ja kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yarig telah
berkenan memberikan bantuan dan dukungan. Namun kami s&iar dari
bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan I:.Jelu_m dapat
memenuhi harapan. Oleh karena itu. dengan rendah hati kami mohon

kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Surabaya, 22 JuI§2017

Tim Penyusun
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Ir!doneSIa
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuin;a disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dasrah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yaag mempunyai
fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, énggarzin dan
pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam k;brangka
representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. :

Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaieanota
dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali Iéata dan
menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupatén!Kota,
mengajukan usul rancangan Perda serfa menyusun program
pembentukan Perda bersama bupati/iwali kota. Fungsi ai‘nggaran
d'wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama
terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD.
éedangkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pendawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan bupatiiwali  kota,

__ pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lai'l yang
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupa?len!kota,
serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan kéuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. '

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota
DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian
penghasilan tetap dan tunjangan komunikasi intensif, belanja
penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan serta
belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan BeianjaéDaerah

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pim;@inan dan
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(APBD), berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, trar.spararisi, dan
bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga 'DPRD dapat
meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
oleh Pimpinan DPRD.

Berbada dengan hak-hak keuangan pegawai negeri sertai pejabat
negara lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memperdleh hak
keuangan berupa uang pensmn Dalam ketentuan PP Nomor 24 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 21
Tahun 2007, tidak diatur mengenai uang pensiun bagi Pimpithan dan
Anggota DPRD. :

: Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mmgakhln
masa jabatannya mendapatkan uang jasa pengabdian. Uahg jasa
pengabdian diberikan sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi
sampai diberhentikan dengan hormat. Uang jasa pengabdian hanya
diterima satu Kali, ketika Pimpinan dan Anggota DPRD mengakhiri
masa tugasnya.

Kebanyakan Pimpinan dan Anggota DPRD menuntut dibefikannya
hak berupa dana pensiun ketika mengakhiri masa jabatan (purnabakti).
Tidak diaturnya dana pensiun bagi Anggota DPRD lantaran pérsoa!an
ini merupakan Jegal policy (kebijakan hukum) dari pembentuk undang-
undang yang menjadi xewenangannya. Hingga saat ini belﬁm ada

~ dasar hukum yang mengatur tentang hak berupa dana pensiun bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD. Selama belum adanya peraturan yang
menyebutkan bahwa adanya hak berupa dana pensiun bagi
Pimpinan/Anggota DPRD maka tidak dibenarkan ada penganggaran
dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam hubungan dengan produk hukum yang mengatur:tentang
hak keuangan dan administratif khususnya hak berupa dana jpensiun
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta tinjauan tentang ke@ebasan
menggunakan anggaran publik oleh DPRD. Maka DPRi_I) Kota

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif P:’m;ir‘nan dan
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Surabaya berinisiatif membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai
dasar hukum bagi Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Surabaya

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotd Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Pemerintah Ndmor 24
tahun 2004 muatan yang mengatur mengenai hal keuangan dan
Administratif Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Kedudukan hak keuangan dan administrasif anggotas DPRD
berkaitan erat dengan statusnya bukan sebagai pejabat negara
melainkan sebagai pejabat yang disamakan dengan pejabat inegara.
Dengan demikian kedudukan DPRD lebih kuat dibandingkan kepala
daerah.

Naskah akademik ini disusun untuk menjadi landasan bagi
penyusunan peraturan daerah kota Surabaya tentang hak keuangan
dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Pemrakilané Rakyat
Daerah kota Surabaya. Naskah akademik ini juga dipersiapkain untuk
memberikan jawaban tentang perlunya peraturan daerah tersebut
ditetapkan, ruang lingkup kandungan materinya, sesuai Peraturan
Pemerintah nomor 18 tahun 2017 dan kemampuan keuangan Kota

Surabaya.

B. identifikasi Masalah
Suatu kajian iimiah atau penelaahan keilmuan dimulai:dengan
masalah, yaitu merumuskan masalah dengan baik ( Peter R. Senn,
dalam Suriasumantri, 2006 : 112 ). Hal tersebutkan mengisjaratkan
bahwa dalam kajian Naskah Akademik hendaknya dimulai ‘dengan
mengadakan identifikasi masalah yang akan dirumuskan. Idéntiﬂkasi
masalah memuat rumusan mengenai masalah yang ditemuli:an dan

diuraikan dalam Naskah Akademik.

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangom dan Administratif Prmpman dan
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masal;‘lh yang
hendak dijawab dan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi DPRD Kota Surabaya bbrkaitan
dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD Kota Surabaya dan mengapa perilu Rancangan Peraturan
Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD Kota Surabaya?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sobiologis,
yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentdng hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota
Surabaya?

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup penpaturan.

i jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Pératuran

Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD Kota Surabaya ?

€. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut _'diatas, maka
penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Mendeskripsikan  pentingnya  pembentukan Ra@icangan
Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyeiesai_én atau
solusi permasalahan berkaitan dengan hak keuan@n dan
administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya;.

b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, soﬁiofogis,
yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang: lingkup
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan
Peraturan Daerah,

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
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2. Kegunaan
Naskah Akademik merupakan salah satu langkah yang paling
5}.‘ penting dalam proses legislasi, karena Naskah Akademik berperan

i

sebagai " quality confrol “ yang sangat menentukan kualitds suatu
produk hukum. Naskah Akademik merupakan landasan dan
sekaligus arah penyusunan suatu Peraturan Daerah (UBAID &
LGSP, 2007 : 22).
Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik
ini adalah sebagai quality control, landasan dan arah penyusunan
Rancangan Peraturan  Daerah tentang Hak Keuangdn dan

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surahaya.

D. Metode
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu
aktivitas penelitian, oleh karena itu Naskah Akademik berbasis pada
suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakari dalam
Naskah Akademik ini adalah “ Metode Penelitian Kebijakan, a%tau lebih
khusus disebut dengan Metode Penelitian Untuk Kebijakan (é.’lethods

For Policy Research) " yaitu penelitian untuk merumuskah suatu
kebijakan, baik kebijakan baru atau revisi (Nugroho, 2013 : 46).i Metode
tersebut tidak dibedakan atau sering disebut dengan istilah “ §Analisis
Kebijakan Publik (Public Policy Analysis), “ yaitu aktivitas meni:iptakan

'pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kébijakan,
metodologi analisis kebijakan mempunyai karakteristik utama; yaitu :
perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah,
komitmen kepada pengkajian yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai
dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan alternatif ké_bijakan.
William N. Dann dalam bukunya “pengantar analisis kebijakari public”

seraya menunjuk tulisan Duncan Mac Rac, Jr. mengatakan :analisis

kebijakan, melibatkan berbagai disiplin dan profesi yang tLguannya

bersifat deskriptif, evaluative dan preskriptif. (William Ns Dann,

Naskah Akademik Raperda tentang Hok Kewangan dan Administratif Pimpi_inan dem
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2003:97). Fokus dalam penelitian kebijakan atau analis’s kébijakan
dibagi dalam dua jenis analisis secara seimbang, yaitu perumusan
masalah dan pemecahan masalah (Sutardji, 2013).

Pada intinya, pembuatan Perda sebenarnya mérupakm suatu
bentuk pemecahan masaiah secara rasional. Layaknya sebagdi proses
pemecahan masalah, langkah pertama yang periu diambil‘é adalah
menjabarkan masaiah yang akan diatasi dan menjelaskan baéaimana
Peraturan Daerah ( Perda } yang diusulkan akan dapat memécahkan
masalah tersebut. '

Guna memberikan arah kegiatan dalam pembentukan Perda
tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
kota Surabaya sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka perlu
kranya disampaikan langkah-langkah dalam pembentukarg Perda
térsebut. Secara umum, terdapat 7 (tujuh) langkah yang periu dilalui
dalam menyusun suatu Perda baru (USAID & LGSP, 2007 : 16),
sebagai berikut :

1. Identifikasi isu dan masalah.

2. Identifikasi /egal baseline atau landasan hukum dan bagaimana
Perda baru dapat memecahkan masalah.

Penyusunan Naskah Akademik.

Penulisan Rancangan Perda.

Penyelenggaraan Konsultasi Publik.

Pembahasan DPRD.

Pengesahan Perda.

I

Uraian dari masing-masing langkah tersebut dapat bervasiasi dan
menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun secara umum seluruh

langkah tersebut perlu dilalui.

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
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BAB Il
KAJIAN TECRITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebd}t DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Miriam Budiarjo
dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah fembaga
legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan
yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat
dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang
menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi
negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi
tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di dagrah dan
sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi

- masyarakat daerah yang diwakilinya.

2. Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan BDPRD Kabupaten/kota bersifat - kolektif
(kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpinh oleh
seorang Ketua DPRD Kabupaten/kota dan 2 {(dua) orangowakil Ketua
DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit
20 (dua puluh} orang dan 3 (tiga) wakil Ketua  DPRD
Kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima pulut’a) orang
berasal dari partai poiitk berdasarkan urutan perolehan kursi

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan gfan
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terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan 2 (dua) orang wakil ketua. Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah
anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama di DPRD. WakilKetua DPRD
Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik
yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Deﬂiam hal
terdapat lebih dari 1 (satu) partai politk yang memperoiéh kursi
terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan
urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan: umum.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan suara.
Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20
(dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang:dengan
masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun
dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru
mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota
diresmikan dengan keputusan gubernur. "
3. Hak dan Kewajiban DPRD
Hak DPRD menurut Undang-Undang Nomor 2.3 Tahun 2014
Pasal 159 ayat (1) adalah sebagai berikut : |
1) Interpelasi
2) Angket
3) Menyatakan pendapat
Adapun hak dari anggota DPRD menurut UndangiUndang
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 160 adalah sebagai berikut :
1) Mengajukan rancargan Perda
2) Mengajukan pertanvaan
~ 3) Menyampaikan usul dan pendapat
. 4) Memilih dan dipilih

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dem Adminisiratif Pimpinan dan
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5} Membela diri

8) Imunitas

7} Protokoler

8) Keuangan dan administratif

"\ Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, sebagai Badan
. Legislatif Daerah yang mempunyai peranan penting: dalam

pelaksanaan Pemerintahan Daerah, DPRD juga mempunyai

kewajiban-kewajiban.  Adapun  kewajiban-kewajiban  tersebut

sebagaiman tertulis pada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Pasal 161 adalah sehagai berikut :

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila *

2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketenwan pieraturan
perundang-undangan h' |

3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasidnal dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepéntingan
pribadi, kelompok, atau golongan |

5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat

6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota

7) Menaati tata tertib dan kode etik

8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja:dengan
lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintaharﬁ Daerah
kabupaten/kota |

9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen : melalui
kunjungan kerja secara berkala

10)Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat

11)Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
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. Hak Keuangan dan Administratif

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 160
menjelaskan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD raemiliki hak
keuangan dan administratif. Daiam Peraturan Pemerintah iRepubiik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Bab IV Pasal 26 disecbutkan bahwa
hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggofa DPRD terdiri
dari penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang ?egiatan_
DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang d'rform;.llasikan
ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja pérangkat

daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenisi betanja

sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-ur?dangan.

Pengelolaan anggaran belanja DPRD dilaksanakan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A’hggaran
~ belanja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.

. APBD dan Perubahannya

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang:dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pemmendagri No.13 Tahun

-+ 2008). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadaﬁ untuk
| menampung berhagai kepentingan publik yang diwujudkant melalui

berbagai kegiatan dan program dimana pada saat (tertentu
manfaatnya benar-behar akan dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu Mardiasmeo (2002:11) mengatakan, bahwa salah
satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara
hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran
daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan
instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, mendudpki porsi

sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan e{ektivitas

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
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pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan ‘belanja,

alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan

serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan daténg dan
- ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordiriasi bagi
 semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 285 ayat (2) dijelaskan bahwa ‘Sumber
pendapatan Daerah dari pendapatan asli Daerah yang meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
Disamping pendapatan asli Daerah, sumber pendapatan daerah juga
dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana
perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana
Desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapajtan bagi
hasil dan bantuan keuangan. o
Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan
bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun
bersangkutan

2. Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
hersangkutan. |

3. Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah%daerah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. :

4. Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diaraﬁkarf_ unfuk
menciptakan lapangan kerja atau mengurangi penganggu:ran dan
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pemborosan sumbe.r daya, serta meningkatkan efesiensi
efektifitas perekonomian. "

5. Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alaﬁ untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.

Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah
daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan
perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan
situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya
anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sel:ialiknya.
Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran
dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang
penambahan anggaran.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 P&a! 154

disebutkan ada 5 (lima)}) kondisi yang dapat mengakibatkan

Perubahan APBD. 5 (lima) Kondisi itu adalah sebagai berikut:

1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

Beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yaitu terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi ;fbelanja
daerah, sumber dan penggunaan biaya yang seraula diﬁetapkan
dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memfonniﬂasikan
hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan§ APBD
tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Pefubahan
APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas pefubahan
APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat
secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berkut:
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a) perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang
telah ditetapkan sebelumnya;

b) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung
dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa
waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;

c) capaian target kineria program dan kegiatan yang harus
dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan
umum anggaran tidak dapat tercapai; dan

d) capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA. |

Setelah Kepala Daerah merumuskannya, rancangan kebijakan

umum  perubahan APBD  berikut plafon - sementara

perubahannya, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk
dibahas dan disepakati bersama Kebijakan umum perubahan

APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati

dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandétangani

bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surai edaran

kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKA-SKF? ”yang

memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkah dalam
perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Pei‘ubahan

DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan

capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah

ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan -capaian
target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

2) Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;
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Dalam pelaksanaannya, kadang kala sering juga. terjadi
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiz-ﬁsan dan
antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan
adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rinciah obyek
belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA—SKPD)%dengan
persetujuan dari PPKD.
Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ';sebagal
dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD.
Anggaran yang mengaltami perubahan, baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan  akihat  pergeseran anggaran
sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom
keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tdta cara
: pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan :dengan
: peraturan kepala daerah.

3) Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran herjalan;
Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang: berasal
dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelainpauan
penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-
lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepadfa pihak
ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, éian sisa

dana kegiatan lanjutan.
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Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran. Iebilij tahun
sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun aflggaran
berjalan untuk hal-hal berikut ini: '

a) Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau ‘obligasi
daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang
mendahului perubahan APBD; '

b) Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok huta@g;

¢) Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat%adanya
kebijakan pemerintah;

d) Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan
Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

e) Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kritesia harus
diselesaikan sampai dengan batas akhir peny@aiesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian - target
kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan’ semula
dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjatan.

4) Keadaan darurat
Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selénjutnya
" akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan AHBD dan
#y ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. "
N Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut: |
| a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daegah; dan
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5)

d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daturat.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
tersebut dapat menggunakan pos befanja tak terduga. Dalam hai
pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, maka
pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan c¢ara: (1)
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun a_hggaran

berjalan, dan/atau; (2) memantfaatkan uang kas yang tersedia.
Keadaan |uar biasa.

Keadaan luar biasa yang dimaksud disini adalah keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam
APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%

(lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan

" atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan
mengalami peningkatan lebih dari 50%, pemerintah: daerah
dapat menambah kegiatan baru yang harus diformutasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, dan/atau penjadwalén ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan dalarig tahun
anggaran berjalan yéng formulasinya dicantumkan dalan§ DPPA-
SKPD. '

Akan tetapi bila estimasi penerimaan dalam APBD aiperkirakan
mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus
melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program
dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya
dicantumkan dalam DPPA-SKPD. :

Naskah Akademik Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan tan
Anggota DPRD 17



B. Kajian Praktik Empiris
Kajian praktik empiris disini adalah merupakan suatu kajian
terhadap hak keuangan dan administratif DPRD Kota Surabaya,
kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi.
1. Penyelenggaraan Hak Keuangan dan Administratif DPRD
Kota Surabaya.

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa perigabdian
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan
DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke
dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sekretariat DPRD serta diuraikan pada jenis belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran
belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Anggaran belanja DPRD merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari APBD. .

Dari uraian tersebut diatas, menegaskan bahwa pimpihan dan
anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan adininistratif yang
terdiri dari penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa
pengabdian. ;

Penyelengaraan hak keuangan dan administratif DPRD Kota
Surabaya saat ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pezﬁnerintah

_ Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang disebutkaé bahwa
' Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdii  atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi : uvang
representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket;
tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; dan tunjanban alat
kelengkapan lain. Sedangkan pajaknya yang dibebanka‘n pada
pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. .
Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD kabupaté1 !/ kota
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setara dengan gaji pokok bupati / walikota. Uang representasi wakil
ketua DPRD kabupaten / kota sebesar 80% (delapan puluhipersen)
dari uang representasi ketua DPRD kabupaten / kota. Uang
representasi Anggota DPRD kabupaten / kota sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Uang representasi ketua DPRD kabupaten /
kota.

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya samaidengan
tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawéi aparétur sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaggan.

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) daii uang
representasi yang bersangkutan. _

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpthan dan
Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh persen) dari
uang representasi yang bersangkutan.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2017 diatur sebagai acuan penyelenggaraan

. tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Surabaya. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD terdiri atas : jaminan kesehatan; jaminan kecelakadn kerja;

" jaminan kematian; dan pakaian dinas dan atribut. Selain ttﬁ'ljangan
kesejahteraan, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa : rumah negara dan perlengkapannya;
kendaraan dinas jabatan; dan belanja rumah tangga. Sedangkan
anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa
* rumah negara dan perlengkapannya; serta tunjangan transportasi.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pimpinan atau Anggota
DPRD vyang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya

diberikan uang jasa pengabdian.
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Besaran penghasilan, tunjangan kesejahterazn, uahg jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur pada pasal-
pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017 yang dijadikan acuan besaran hak keuangan dan administratif
bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2‘1 Tahun
2007 pasal 5 ayat (2) poin a, dijelaskan bahwa kelompok
kemampuan keuangan daerah tinggi yang nilainya diai_tas Rp

~ 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah). Hal tersebut juga tércermin

: pada Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang APBD tahun 2017
menjelaskan bahwa kemampuan keuangan Kota Surabaya sejumiah
Rp 3.485.816.699.100,- (tiga triliyun empat ratus delapan puluh lima
milyar delapan ratus eham belas juta enam ratus Sembilan puluh
Sembitan ribu seratus rupiah.

Hal tersebut sesuai dengan analisis perhitungan APBD Kota
Surabaya tahun 2017 sebagai berikut :

Pendapatan Umum daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 4.212.569.176.921.-
2. Dana bagi hasil Rp 463.766.025.103 -
3. Dana alokasi umum Rp 1.345.040.944.092 -

Rp 6.021.376.146.116 -

Belanja PNSD :
1. Belanja pegawai tidak langsung Rp 2.065.242.895.087 -
2. Belanja pegawai langsung Rp 470.316.573.929 -

' Rp 2.535.559.469.016.-
Kemampuan daerah Kota Surabaya Rp 3.485.816.699.100,-

S ' Dari hasil penghitungan kemampuan keuangan : daerah

. tersebut, kota Surabaya termasuk kelompok kemampuan keuangan
4 daerah kategori tinggi

' Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2% Tahun

2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
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_'ig.

~ Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan ‘Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
: Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional. Penentuan kelompok kemampuan keuangan
daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan daerah
sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri atas
pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi
umum. Belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan,

tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

2. Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Surabaya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuandan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan: Rakyat
Daerah maka perlu sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Berdasarkan informasi bahwa Pemkot Surabaya sudah
menyiapkan 46 unit mobil dinas baru untuk anggota dewan. Meski
demikian, kalangan anggeta DPRD Surabaya tidak bisa serta merta
menerima mobil dinas tersebut. Pasalnya, terkait ini, aca Pfaraturan
Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang di alitaranya
mengatur soal fasilitas transportasi bagi anggota dewan. S;Regulasi
turunan dari PP 18/2017, yaitu pemberian fasilitas mobil pinjém pakai
kepada anggota dewan, bakal diubah menjadi pemberian tunjangan

transportasi. Tunjangan transportasi yang diberikan kepada anggota
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DPRD berupa uang tunai, yang dibayarkan setiap bulani sesuai
standar persewaan mobil di Surabaya. Pemkot Surabayé_ sendiri
masih belum jelas tentang pelaksanaan aturan baru itu. Sebab,
pemberian tunjangan transportasi memang belum dianggarkan di
APBD, termasuk berapa yang diterima anggota dewan.
(https://dprd.surabaya.go.id/?pages= beritadetail&id=688 13 Juni
2017}

Dari fenomena tersebut maka diperlukan Peraturan . Daerah

Kdta Surabaya yang mengatur hak keuangan dan adninistratif
DPRD Kota Surabaya agar sesuai dengan Peraturan Penerintah
(PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Disamping hak tentunya ada kewajiban yang dilakuan oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu tanggung jawab
menjalankan tugas, pokok dan fungsinya juga. Tentunya beban
tersebut bisa lebih berat dari Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota
besar lainnya. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Kota
Surabaya adalah Kota besar kedua di Indonesia, masyarakat sangat
banyak dan dinamis. Oleh karena itu dipandang perit Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Surabaya memperoleh apresiaséi dalam

_ memperoleh hak-hak keuangan yang memadai, sesuai az‘;as-azas
" dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan Daeré__h Kota
Surabaya

C.Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.
Dimaksud dengan kajian implikasi disini adalah menganalisis /
. mengkaji / menilai tentang pengaruh / akibat / dampak / efek yang
- ditimbulkan oleh Perda baru jika ditetapkan dan diimplementasikan /
'; diterapkan. Oleh Parsons (2005 : 604) dikemukakan bahwa fujuan
dasar dari kajian / penilaian dampak adalah untuk memperkirakan
efek dari sebuah intervensi / kebijakan. |
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Dalam kajian implikasi disini akan diarahkan kepada 2 (dua)
obyek / sasaran, yaitu : 1} Pemerintah Kota Surabaya, 2) DPRD Kota
Surabaya

1. Implikasi terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan adanya Perda Kota Surabaya tentang hak kéuangan
dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya
maka implikasinya adalah :

- Kejelasan aturan yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi
- Kejelasan rancangan dan alokasi APBD )
- Perlu penyesuaian pada rancangan APBD

2. Impilikasi Terhadap DPRD Kota Surabaya

Dengan adanya Perda Kota Surabaya tentang hak keuangan
dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya
maka implikasinya adalah :

- Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada
- Terhindar dari masalah korupsi dan penyalahgunaan

keuangan/sarana Negara
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BAB |l
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A.Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasén yang
menggambarkan bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD Kota Surabaya mempertimbangkan pandangah hidup,
kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta
fatsafah bangsa indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan Undang-Ur.dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemetintahan,
rembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pédoman,
penuntun sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan urusan-urusan
tersebut. |

Sebagai lembaga Pemerintahan di Daerah, DPRD mempunyai
kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kémitraan
dengan Pemerintah Daerah, di mana kesetaraan itu berarti DPRD
merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugasnya.
Agar terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung
diperlukan pengaturan akan hak-hak keuangan dan admnistratif
Pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar ‘masing-
masing lembaga eksekutif dan legislatif memperoleh hak dan
melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tangguhgjawab
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat,
menjalankan tugas masing-masing lembaga daerah serta mentiptakan
hubungan yang konduktif. |

Pengaturan tentang hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan
dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan

i atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta

belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
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fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efé_ktivitas,
transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar I;:Embaga
legislatif daerah tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai@fdengan
r:jencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:: DPRD
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda , anggaran,
pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 149 ayat (3) disebutkan bahwa
dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD kabupaten/kota menjaring
aspirasi masyarakat. |

Fungsi pembentukan Perda DPRD Kabupaten/Kota dilakéanakan
dengan cara membahas bersama bupatifwali kota dan menyetyjui atau
tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul
rancangan Perda Kabupaten/Kota dan menyusun program
pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Adapun fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota.
Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan
FPAS vyang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD.
Selanjunya membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota itentang
APBD  kabupaten/kota dan membahas rancangan - Perda
Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupatenlkoté, serta
membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota ‘tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota diwujuakan dalam
bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
bupati/wali kota. Disamping itu melakukan pengawasa'h pelalfksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait idengan
penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah kabupatenlkoté dan
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pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota
berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD kabupaten/kota
melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan
keuangan serta dapat meminta Klarifikasi atas temuan Iaporén hasil
pemeriksaan laporan kevangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1)
menyebutkan tugas dan wewenang DPRD Kabupateanot:—i yang
berkaitan dengan keuangan daerah meliputi : 1). membentuk Perda
bersama bupati/wali kota; 2). membahas dan memberikan persetujuan
rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
APBD

B. Landasan Sosiologis .

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk uriuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagai lembaga

" Pemerintahan di Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan
memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah,
di mana kesetaraan itu beraiti DPRD merupakan mitra kerja
Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugasnya. |

Agar terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling
mendukung diperlukan pengaturan akan hak-hak keuangan Pimpinan
dan anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing
Ie_?_embaga eksekutif dan legislatif memperoleh hak dan melak$anakan

k[ewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengemlﬁangkan
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kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, menjalankan
tugas masing-masing lembaga daerah serta menciptakan hubungan
yang konduktif.

Berdasar kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan di
daerah dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam
penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip yang disepakat
Pemerintahan Daerah, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang dan
prinsip proporsional. Atas dasar prinsip tersebut, maka ‘pengaturan
kedudukan keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
juga dimaksudkan memberi keleluasaan kepada daerah untuk
mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai deﬁgan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan adanya
keanekaragaman dan permasalahan daerah.

. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan
yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.

lindasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan: dengan

substansi atau materi yang diatur sehingga periu dibentuk Peraturan

Perundang-undangan yang baru. Dan landasan yuridis akan digunakan
sebagai diatas hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang
akan dibentuk/disusun. |
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya F’asal 7
ayat (1) dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
di Indonesia terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
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3. Undang-Undang/Peraturan  Pen.rerintah  Pengganti tndang-
Undang; .

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi;

N o o s

Peraturan daerah Kabupaten/Kota.
Selain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal
7 ayat (), Pasal 8 ayat () UU Nomor 2 Tanun ZOﬂ! juga
menyatakan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-undangan
selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat () yaitu jenis pératuran
perundang-undangan tersebut antara lain mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan
Fakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisia, Bank
Iﬁdonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas
perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Daerah
Provinsi, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat ‘Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota. Kepala Desa atau yang setingkat.
Sehubungan dengan paparan di atas dan dengan memperhatikan
hasil kajian/analisis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
maka landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar hukuzﬁ dalam

- penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan

administratif pimpinan dan anggota DPRD antara lain :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 2
Tahun 1965

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perafuran Perundang-undangan

n

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran: Negara
Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara. Nomor
4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 18 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan: Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran: Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; )

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007_ftentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengahggaran
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dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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BAB IV
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA

Kajian terhadap Peraturan Perundang—undangan dimaksudkan
untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-undangan
yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatar dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hak Kéuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya. Kajian
ini dapat menggambarkan tingkat singkronisasi Peraturan Perundang-
undangan terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
Peraturan.

Secara substantif, materi peraturan peruncang-undangan
sebagaimana tersebut dalam naskah akademik ini yang berkaitan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Surabaya adalah sebagaimana terurai di bawah ini. |
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tim@r/dawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yo@akarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Némor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

- Pasal 1 : Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota
Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan,
Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan
menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri,
Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta
dan Surakarta.
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B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

- Pasal 1 Angka 8 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan téhunan
pemerintahan daerah vang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

- Pasal 16 (1) : APBD merupakan wujud pengeloiaan keuangan
daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja,
dan pembiayaan.

Belanja daerah yang dimaksud tentunya harus dirinci menurut

organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. APBD juga disusun sesuai

dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan pendapatan
daerabh.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

- Pasal 3 : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran daerah.

- Pasal 17 (Ayat 1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pehgguna
Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

- Pasal 17 (Ayat 2) : Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
mengadakan ikatan/perianjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan APBD diatur dengan Peraturan Perundang-undangan

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembéentukan
Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 ayat (8) : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
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Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
bersama BupatiWalikota.

- Pasal 1 (10) : Program Legislasi Daerah yang selanjutnya
disebut Prolegda adalah instrumen perencanaén program
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan
sistematis.

- Pasal 14 : Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dam tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundangundangan yang lebih tinggi.

- Pasal 39 : Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
Pembentukan Perda harus dibentuk oleh DPRD dengan
Persetujuan Walikota. Tentunya pembentukan Perda berdasarkan
instrument perencanaan yang terencana, terpadu dan sistematis.
Perda yang disusun berdasarkan hasil penelitian/atau kajian hukum

dan lainnya yang tertuang didalam naskah akademik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Ijaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015

- Pasal 160 : Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak: a.
mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Koia; b. mengajukan
pertanyaan; ¢. menyampaikan usul dan pendapat;, d. memilih
dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi
dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan
administratif.
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F. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

- Pasal 1 nomor 4 : Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena
jabatannya memepunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelotaan Keuangan Daerah dan mempunyai
kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

- Pasal 14 ayat (1) : Ketentuan tentang pokok- pokok pengelolaan
Keuangan Daerah diatur denganPeraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
yangberlaku.

- Pasal 31 ayat (3) : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan
kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan péngelola
barang bagi sexretariat Daerah/ sekretariat DPRD/dinas
Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ?k Indonesia
Nomor 4578),

- Pasal 1: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) menurut asas ofonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar:Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. |
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- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan mempdrhatikan
asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyaraka't_ﬁt.

H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Pei‘wakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertb Dewan Perwakilan' Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
- Pasal 10 : Anggota DPRD mempunyai hak: a. mengajukan

rancangan peraturan daerah; b. mengajukan pertanyaan; c.
menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e.
membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendataman
tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administrasf.

I.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Arggota | Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah '

- Pasal 2 ayat (1) : Pengnasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD
meliputi: 1). uang representasi; 2). tunjangan keluarga; 3).
tunjangan beras; 4). uang paket; 5). tunjangan jabatan; 6).
tunjangan alat kelengkapan; dan 7). tunjangan alat kele!jgkapan
lain. Adapun penghasilan yang pajaknya dibebankan pada
Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meljputi: 1).
tunjangan komunikasi intensif; dan 2). tunjangan reses.

- Pasal 9 ayat (1) : Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan
kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas

dan atribut.
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- Pasal 9 ayat (2) : Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga.

- Pasal 9 ayat (3) : Anggota DPRD dapat disediakan funjangan
kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya;
dan b. tunjangan transportasi.

- Pasal 19 ayat (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang
meninggal dunia 2tau mengakhiri masa baktinya diberikan uang
jasa pengabdian.

Substansi peraturan terkait hak keuangan dan adniinistratif

pimpinan dan anggota meliputi penghasilan, tunjangan

kesejahteraan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang kegiatan
dan pengelolaan hak keuangan dan administratif. '

J. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran: Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199},

- Pasal 1 Angka 7 : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
bersama Bupati/Walikota. |

" K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tettib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganhggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
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Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

QOperasional;

Pasal 1 ayat (5) : Tunjangan Komunikasi Intensif yang
selanjutnya disingkat TKl adalah uang yang diberikan: kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam: rangka
mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota E_)PRD.
Pasal 1 Ayat (6) : Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah
dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan fain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 1 ayat (7) : Kelompok kemampuan keuangan daerah
adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan
kelompok kemazmpuan keuangan daerah tertentu yang
ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan
besaran Tunjanga Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

Pasal 1 ayat (8) : Penganggaran adalah rencana keuangan
tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

Pasal 2 Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu: a. tinggi; b, sedang; dan c. rendah.

Pasal 3 ayat (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan
menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama
dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD).
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- Pasal 3 ayat (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana
; dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli- daerah
ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

- Pasal 3 ayat (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan
(PPh Pasal 21).

- Pasal 4 ayat (1) Data yang digunakan sebagai dasar
penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahunﬂ ahggaran
berjalan/berkenaan.

- Pasal 5 ayat (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah
untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut: a. di atas

- Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar  rupiah)
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi, b.
antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai
dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah)
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
dan ¢. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar)

T " dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

Penggunaan anggaran untuk mendanai kelancaran pelaksanaan
tugas berdasarkan kemampuan keuangan daerah. .

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), ‘

Pasal 1 angka 19 : Produk hukum daerah adalah produk hukum
berbentuk operaturan meliputi perda atau nama lainnya,
perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan

meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD,
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keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan
DPRD.

- Pasal 1 angka 20. Naskah Akademik adalah naskah hasi
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda
kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATER! MUATAN PERDA

A.Jangkauan dan Arahan Pengaturan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Arggota DPRD Kota Surabaya adalah

untuk :

1.

o

Sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian
penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja
penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi
DPRD sehingga DPRD tersebut dapat meningkatkan kinerjariya

. Memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur - belanja

penunjang kegiatan DPRD melalui APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan - adanya

keanekaragaman dan permasalahan daerah serta kemampuan

. keuangan pemerintah Kota Surabaya

. Menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja

DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD menganut prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan
Pemerintah dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas. Adapun dalam pemanfaatannya berorientasi pada
prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republiik indonesia Nemor 18

tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Perda Kota

Surabaya Nomor 8 tahun 2004 yang mengatur tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakdn tidak
berlaku karena Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 yang
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B

mengatur Hak Keuangan dan Administratif dinyatakan tidak ‘berlaku.

Dengan demikian Perda Kota Surabaya nomor 8 tahun 2004 juga

dinyatakan tidak berlaku

B. Ruang Lingkup Raperda

1. Materi yang diatur

a. Ketentuan umum

Berisi rumusan rumusan akademik, pengertian istilah dan frasa

yang terkait dengan Raperda ini. Ketentuan umum Raperda ini

meliputi hal-hal terkait pemerintah daerah, uang dan tunjangan

Pimpinan dan anggota DPRD, dana operasional Pimpinan dan

kemampuan keuangan daerah. Adapun Istilah-istilah dalam

ketentuan umium Perda sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)

8)
9)

Daerah adalah Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan:Belanja
Daerah Kota Surabaya.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang
memimpin Sekretariat DPRD

10) Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
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11) Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi
kebutuhan keluarga.

12) Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi
kebutuhan pokok/beras.

13) Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan. kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri  dan
mengikuti rapat-rapat dinas.

14) Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya
sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

15) Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD
yang duduk dalam badan musyawarah, Kkomisi, hadan
anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan,
atau alat kelengkapan lain.

16) Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD,

17) Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

18) Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan
daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas
besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja
pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3
(tiga) kelompok, vyaitu tinggi, sedang, dan rendah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

19) Dana Operasional Pimpinan DPRD adalan dana yang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan ‘dengan
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representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

20) Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut serta
rumah negara dan perlengkapannya kepada Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD; kendaraan dinas jabatan dan - belanja
rumah tangga kepada Pimpinan DPRD; serta tunjangan
transportasi kepada Anggota DPRD;

.21) Uang Jasa pengabdian adalah vang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Raperda tentang hak keuangan dan administratif

pimpinan dan anggota DPRD meliputi :

1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa
pengabdian pimpinan dan anggota DPRD .

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi :
uang representasi; tunjangan keluarga; tufjangan beras;
uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan;
dan tunjangan alat kelengkapan lain. Sedangkan atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang bersangkutanmeliputi : tunjangan
komunikasi intensif; dan tunjangan reses.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut
serta rumah negara dan perlengkapannya kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD; kendaraan dinas jabatan dan
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2)

3)

belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD; serta
tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD.

Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa
pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentkan
dengan hormat.

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran “belanja
DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD
serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Penunjang kegiatan DPRD

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
berupa program (penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja,
pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda, peningkatan
kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di
lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan, program lain sesuai
dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD)}, dana
operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar
atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga
ahli fraksi; dan belanja sekretariat fraksi.

Dana operasional Pimpinan

Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap
bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain  guna
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua
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4)

DPRD sehari-hari. Dana operasional diberikan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah. Dana operasional
Pimpinan DPRD tersebut tidak digunakan untuk keperluan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya
harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, éfisiensi,
dan akuntabilitas.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD merupakan sejumiah tertentu pakar atau aiftli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul
anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan
DPRD.

Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi
dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi,
dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran
sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja
sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan
anggaran. Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada
sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor dan tidak
termasuk sarana mobilitas. Sedangkan penyediaan
anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis
kantor dan makan minum rapat fraksi  yang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat. DPRD
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dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan
kepatutan.

5) Pengelolaan hak ‘keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD

Pengaturan dan pengelolaan tentang hak-hak keuangan

dan adminisiratif Pimpinan dan anggota DPRD merupakan
pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian
penghasilan'tetap dan tunjangan kesejahteraan serta: belanja
penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi,
efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan
agar lembaga legislatif daerah tersebut dapat meningkatkan
kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh
Pimpinan DPRD.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB! Ketentuan Umum.
BAB Il Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa
Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB Il Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
~ BAB IV Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD
BABV Ketentuan Lain-lain
BAB VI Ketentuan Penutup
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BAB Vi
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah, maka muatan . tentang
hak keuangan dan administratif pada peraturan pemerintalh nomor
24 tahun 2004 sudah tidak berlaku. Perda Kota Surabaya nomor 8
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan
Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah mengalami
perubahan ketiga kalinya karena merujuk pada PP nomor 24 tahun
2004 yang juga mengalami tiga kali perubahan, maka periu disusun
Perda baru yang khusus mengatur tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya.

2. Pertimbangan atau landasan pembentukan Raperda ini adalah :

a. Landasan Filosofinya mempertimbangkan pandargan hidup,
kesadaran, dan cinta hukum bersumber pada Peraturan
Perundang-undangan. Pengaturan tentang hak-hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman
dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasiian dan uang
jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja
penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi DPRD melalui APBD dengan mempertimbangkan prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab: dengan
tujuan agar dapat meningkatkan kinerjanya.

b. Landasan Sosiologis pengaturan Raperda tentang hak keuangan
dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah memberi

' keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang
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kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan
rasmnahtas
¢. Landasan Yuridis terkait Peraturan Perundang—undangan sebagai
p SR : rujukan penyusunan Raperda utamanya sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD:

3 Sasaran, Ruang Lingkup dan Arah Pengaturan Perda adalah
tinjauan pada dasar hukum yang sebelumnya sudah ada, dimana
Raperda ini mengatur hak keuangan dan administratif DPRD Kota
Surabaya dengan mensinkrenkan pada Peraturan Pemerintah
Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pervakilan Rakyat
Daerah dan berbagai peraturan perundangan-undangan lain yang
masih bertaku. Ruang lingkup tersebut meliputi penghasilan,
tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, tunjangan
kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan serta pengelolaan
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

B. Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan

- Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hak Keuangan dan

;ﬂcimmlstraltnc Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain ;

"1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah- diubah
beberapa Kali terakhir'dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perafuran
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nemor 4),
sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan ,administratif
pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak :berlaku.
Beberapa rujukan Peraturan Perundang-undangan diatasnya juga
beberapa diantaranya sudah mengalami pergantian, maka periu
disusun Perda yang spesifik mengatur tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya.
2 Perlu dilakukan perubahan anggaran keuangan.
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Peraturan Perundangan :
Undang-undang Nomor 186 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa



Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor§9 Tahun
2015

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelotaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lémbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah |

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

internet :
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